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ABSTRAK

Reni Susanti (2014/14042011) : Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Tata
Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018.
Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah berdasarkan observasi awal
terjadi beberapa kecurangan dalam persiapan pilkada Kota Padang Panjang.
Dilihat dari adanya kampanye di luar jadwal, proses penetapan panitia yang
terindikasi Nepotisme, hingga netralitas ASN yang ikut dalam pendeklarasian
salah satu paslon. Oleh karena itu penulis meneliti tentang Tata Kelola Persiapan
Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018.

Jenis penelitian ini kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Padang Panjang.
Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik
wawancara dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan triangulasi
sumber data. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada teknik yang
dikemabangkan oleh Sugiyono.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Persiapan
Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 telah dilaksanakan
sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemilihan (Electoral Governance). Hal ini
terlihat dari setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, pendaftaran pemilih,
pencalonan, sosialisasi dan penetapan panitia telah dilaksanakan sesuai dengan
prinsip integritas, mandiri, profesinal, transparan, dan akuntabel. Faktor-faktor
dalam pelaksanaan tata kelola ini adalah tumpang tindihnya regulasi dari KPU,
kurang tersedianya SDM hingga sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kata Kunci : Tata Kelola, Persiapan, Pilkada
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU NO. 7 Tahun 2017 Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana
pelaksanaan kedulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagi Negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, Pemilu (general
election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam

waktu-waktu tertentu (Asshiddigie, 2011: 414).

Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur
demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi
masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan
berpendapat dan berserikat (Budiarjo, 2008: 461). Pemilihan umum merupakan
mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan
pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling
nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan
Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu
menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga prinsip demokrasi dari,
oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui
penataan sistem dan kualitas penyelenggaran Pemilihan umum (Gaffar Janedjri

2012:1)



Kualitas dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak terlepas
dari peran serta masyarakat dan pemerintah agar bisa melaksanakan pemilihan
yang demokratis, efektif, dan efisien. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,
diperlukan adanya persiapan yang matang dari semua stakeholder karena pemilu
merupakan ajang pendeklarasian demokratisasi yang tujuannya agar penyaluran
aspirasi msyarakat dapat terwujud dengan baik. Dengan kata lain persiapan
pemilihan merupakan hal yang sangat menentukan bagi keberlangsungan

pemilihan umum di Indonesia.

Menurut hasil laporan dari beberapa media cetak, terkait persiapan
pemilihan umum di Indonesia, ditemukan berbagai kecurangan baik itu dalam
pemilihan umum presiden dan wapres ataupun pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Mulai dari praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme),
Money Politic (Politic Uang), kekeliruan pada daftar pemilih, penyusunan DPT
yang tidak efektif dan efisien, logistik pemilu yang tidak lengkap, ASN yang tidak
netral, kampanye terselubung, anggaran yang tidak jelas hingga manipulasi hasil
pemilu merupakan contoh dari pelaksanaan pemilu dimana pada proses awal atau
pada masa persiapan, para stakeholder tidak melaksanakan prinsip Good

Governance dengan baik (Detik.com, 25 Januari 2017)

Dalam penelitian Novia Rani (2006) ditemukan pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten 50 Kota dengan
ikut mencarikan dana untuk biaya kampanye salah satu calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Penelitian lain oleh Arif Darmawan (2015) menunjukkan
adanya indikasi lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan bakal

calon dengan memberikan sejumlah uang untuk diberi kemudahan pada syarat



pencalonan. Ini merupakan bukti kuat bahwa prinsip Good Governance belum
bisa terwujud, karena masih ada oknum-oknum terntentu yang mengabaikan
prinsip-prinsip Akuntabilitas pada Good Governance tersebut, sehingga masih

terjadi beberapa pelanggaran pada saat pemilihan.

Pada tahun 2018 di Sumatera Barat akan diadakan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satunya di Kota Padang Panjang.
Terdapat dua kecamatan yang akan mengikuti pemilihan, yaitu Kecamatan
Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Padang Panjang, telah
ditetapkan empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pasangan
pertama yaitu Dr. Mawardi, MKM yang berpasangan dengan Taufiq Idris, SH.
Pasangan ini merupakan wakil dari gabungan Partai Demokrat dan PPP.
Dr.Mawardi sendiri merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai
Wakil Walikota Padang Panjang periode 2013-2018. Pasangan kedua yaitu
H.Hendri Arnis, BSBA dengan H.Eko Furgani, SE,MM yang diusung oleh
gabungan Partai PAN dan Nasdem. Hendri Arnis merupakan petahana yang
sebelumnya menjabat sebagai Walikota Padang Panjang periode 2013-2018.
Pasangan ketiga yaitu Ir.Rafdi M. Syarif dengan Ahmad Fadly,S.Psi yang diusung
oleh gabungan Partai Gerindra, PKS dan PBB. Pasangan terakhir yaitu, Fadly
Amran dan Drs. Asrul yang diusung oleh gabungan Partai Golkar dan PDI-

Perjuangan.

Namun, sebelum pemilihan yang akan dilksanakan pada bulan Juni 2018
nanti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang Panjang telah

menemukan beberapa pelanggaran, diantaranya pada hari sabtu 02 Maret 2018



salah satu paslon melaksanakan kampanye di rumah pribadinya, padahal itu
belum masuk pada masa kampanye. Namun pada saat dilakukan penelitian
petugas kekurangan bukti sehingga penyelidikan tidak dapat dilanjutkan
(Wawancara dengan staf devisi penindakan hukum dan pelanggaran Panwaslu

Padang Panjang, Bapak Fasel)

Kemudian, menurut Saiful Ardi pada bulan Januari 2018 ditemukan bahwa
ada oknum PNS yang ikut deklarasi dengan salah satu paslon, yaitu dengan
menjadi protokoler pada saat penyampaian visi misi paslon. Ini merupakan sebuah
pelanggaran karena, seharusnya jika menjadi protokoler jangan hanya untuk salah
satu paslon saja, tapi jadilah protokoler untuk semua paslon untuk membuktikan

netralitas (wawancara 09 Maret 2018)

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Fasel juga ditemukan adanya indikasi
Money Politic yang dilakukan salah satu paslon, yaitu dengan memberikan
bantuan berupa bahan untuk membangun sebuah Pos Kamling. Namun hal ini
tidak bisa ditindaklanjuti karena paslon melakukan hal tersebut sebelum

ditetapkan sebagai calon Wali Kota (wawancara 09 Maret 2018)

Berdasarkan survei di Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Februari
2018, telah terjadi beberapa penyimpangan dalam proses pembentukan panitia
penyelenggara pemilu. Salah satunya yaitu adanya penetapan anggota Panitia
Pemungutan Suara yang merupakan saudara dekat dari salah sorang calon.
Seorang warga menyatakan :

“kalau untuk Panitia Pemungutan Suara itu ada salah seorang calon yang

sepupunya ikut disana. Saya selaku anggota juga hanya bisa melihat dan
membiarkan saja, tidak ada yang bisa dilakukan karena akses untuk melakukan



pengaduan pun akan percuma, karena panitia yang lain pun akan merasa segan
jika hal tersebut diadukan”
Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi adanya

penyimpangan etika penyelenggara dalam penetapan panitia. Seharusnya yang
menjadi panitia tidak boleh yang ada hubungan dengan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah, karena akan memicu terjadinya kecurangan berupa
penambahan suara sehingga mempengaruhi hasil akhir dari perolehan suara dari
masing-masing calon. Dan juga jika memang memiliki hubungan dengan paslon
hendaknya penyelenggara tersebut membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Ini
sesuai dengan ketentuan peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam pasal 9 ayat 9 (Asshiddigie,
2013:134)

Selain itu juga terdapat laporan dari masyarakat bahwa masih ada
beberapa orang yang belum terdaftar namanya di TPS masing-masing. Seperti
yang terjadi di kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang. Seorang

warga menyatakan :

“sampai saat ini belum ada nama saya didaftar pemilih sementara, saya
sudah berulang kali mempertanyakan hal ini, akan tetapi petugas mengatakan
bahwa saya harus melengkapi beberapa dokumen. Padahal saya rasa untuk dapat
terdaftar menjadi pemilih tidak harus mempermasalahkan hal tersebut, yang
terpenting adalah saya kan terdaftar menjadi warga di kelurahan Kampung
Manggis ini”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ada keteledoran dari panitia,
karena hanya tinggal beberapa bulan saja dari jadwal pemilihan masih ada daftar

pemilih yang belum pasti. Padahal pemutakhiran data pemilih telah berakhir pada



tanggal 18 februari 2018. Seharusnya jika sudah mendekati prenyelenggaraan
pemilu, setidaknya untuk daftar pemilih sementara ini sudah harus bersih.
Berdasarkan pengakuan beberapa warga mengungkapkan bahwa ia beserta
teman-temannya sering diajak makan bersama di salah satu rumah makan terkenal
di Padang Panjang dengan salah satu paslon. Dan tentu saja acara makan bersama
ini ditanggung sendiri oleh calon yang akan maju menjadi kepala daerah. Acara
makan bersama ini dijadikan kambing hitam bagi pasangan calon untuk dapat
mengambil hati masyarakat sehingga pada pemilihan nanti dapat menambah suara
bagi pasangan calon tersebut. Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi penyelenggara
pilkada, karena menyebabkan masyarakat menjadi tidak profesional dalam
menyalurkan aspirasi mereka dan menjadi tidak demokratis, sehingga membuat
mereka terbelenggu dalam pilihan yang belum tentu bisa menjamin kesejahteraan

mereka.

Permasalahan diatas tidak akan pernah terjadi jika tata kelola pemilihan
dipersiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Menurut Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota masa
persiapan pemilihan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilu dapat
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya, (1)
Perencanaan program dan anggaran, (2) Penyusunan dan penandatanganan naskah
perjanjian hibah daerah, (3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggara

pemilihan, (4) Sosialisasi kepada masyarakat, (5) Pembentukan panitia PPK, PPS,



dan KPPS, (6) Pemantauan pemilihan, (7) Pengolahan daftar penduduk potensial

pemilih (DP4), (8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Berdasarkan tahap persiapan diatas, kendala yang sering dihadapi oleh
lembaga KPUD maupun Panwaslu Kota Padang Panjang adalah pada saat
perencanaan program dan anggaran. Menurut penuturan Jafri Edi Putra pada saat
perencanaan program dan anggaran panitia mengalami kesulitan dalam
memperhitungkan dana untuk program-program yang akan disusun, hal ini
dikarenakan kurangnya pengetahuan panitia mengenai kepastian biaya alat-alat
pemilu dipasaran, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

menentukan besaran anggaran (Wawancara, 15 Maret 2018)

Selanjutnya menurut Winda Aprizona, hal tersulit bagi panitia adalah pada
saat melakukan sosialisasi. Hal ini terlihat dalam rendahnya partisipasi
masyarakat yang ikut pada saat mengikuti sosialisasi tata cara pencontrengan.
Hanya sebagian masyarakat yang benar-benar memperhatikan dan sebagian lagi
sibuk dengan aktivitas masing-masing. Hal ini mengakibatkan pada saat
pemilihan terjadi kesalahan pencontrengan, sehingga surat suara menjadi tidak sah
dan otomatis paslon akan kehilangan perolehan suaranya (Wawancara, 15 Maret

2018)

Permasalahan ini tentunya tidak akan terjadi jika tata kelola pemilihan
dipersiapkan dengan prinsip-prinsip Good Governance. Good Governance
merupakan proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan
public good and service yang akan menciptakan sebuah tata pemerintahan yang

baik (Sedarmayanti, 2003:2). Dengan bertumpu pada prinsip Good Governance,



diharapkan pada tata kelola pemilihan juga dapat diterapkan tata kelola pemilihan

yang baik.

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemilihan ini diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan , berdaya guna, berhasil
guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN. Ini menjadi perhatian bagi kita
semua, tidak terkecuali bagi saya. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan
diatas, saya tertarik ingin melakukan penelitian pada Pilkada tahun 2018 ini di
Kota Padang Panjang dengan judul “Tata Kelola Persiapan pemilihan Kepala

Daerah Kota Padang Panjang 2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut :

1. Adanya kesulitan dalam merencanakan program dan anggaran pada
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Adanya kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih

3. Adanya pelaksanaan kampanye dilur jadwal yang dilakukan oleh salah
satu pasangan calon

4. Adanya pelanggaran yang dilakukan olenh oknum PNS dengan cara
menjadi protokoler pada saat penyampaian visi misi salah satu
pasangan calon

5. Adanya pemberian bantuan berupa bahan untuk membangun pos

kamling dari salah satu pasangan calon



6. Adanya praktek Nepotisme dalam penetepan panitia pemilihan
7. Adanya masyarakat yang masih belum terdaftar dalam daftar pemilih
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini masalah yang
dibahas difokuskan kepada Tata Kelola Persiapan Pemilhan Kepala Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan,
sosialisasi pilkada, dan pembentukan PPS, KPPS, PPK.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota
Padang Panjang 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan,
sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola persiapan
Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup
pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS,
KPPS, PPK ?

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Menjelaskan pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah
Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih,
pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola persiapan

Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup
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pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS,
KPPS, PPK.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk Mengembangkan konsep dan llmu Pengetahuan dibidang
IImu Administrasi Negara khususnya bagi mata kuliah Kebijakan
Publik dan Sistem Pemerintahan Daerah
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Menambah wawasan penulis tentang bagaimana tata kelola
pilkada.
b. Bagi pihak pelaksana pemilihan Kepala Daerah
Dapat dijadikan masukan atau tambahan informasi dalam

melaksanakan pemilhan Kepala Daerah



